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BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/65/KEP/413.013/2020

TENTANG

TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi
dan informasi hukum secara lengkap, akurat,
mudah dan cepat perlu pengelolaan jaringan
dokumentasi dan informasi hukum yang tertata
dan terselenggara dengan baik;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum, Bupati membentuk
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2020 dengan menetapkan dalam
Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat



dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tetang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Nasional,

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi
Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi
Hukum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Dalam Negeri;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah



Menetapkan,
KESATU

KEDUA

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2007 Nomor 10/E);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2018 Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);

13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2015
tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Kabupaten Lamongan (Berita
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor
35);

14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 62 Tahun 2019
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2019 Nomor 62);

15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2019 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut :

a. mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan
menyebarluaskan produk hukum;



b. melakukan penataan sistem informasi hukum

melalui pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi;

membuat laporan pengelolaan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada
pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Provinsi;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung
jawabnya kepada Bupati.

KETIGA Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas
sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan
pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2020.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr.

Ketua DPRD Kabupaten Lamongan,;

2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan,;

3.8dr. Kepala Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;

4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten
Lamongan;

5. Sdr. Anggota Tim Teknis dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya

Q/E%\A BAGIAN HUKUM,
4 u / U
Q

\")
‘441 Ex

1

N '5*

b

EL/
\H‘; ARIAT g
| o AR 1

* &- S

\( \\ J OKO NURSIYANTO




LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR :188/65/KEP/413.013/2020

TANGGAL : 2 JANUARI 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Kedudukan dalam

No. Tim Keterangan

1 2 3

[. | Pembina Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan

II. | Ketua Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten
Lamongan

Wakil Ketua Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamongan

III. | Sekretaris Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamongan

IV. | Anggota 1. Watik Suprapti, S.H., M.Si. staf pada

Bagian Hukum  Sekretariat  Daerah
Kabupaten Lamongan

2. Nurmei Rosalia, S.E., staf pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamongan

3. Dodik Teguh Budiman, S.H., staf pada
Bagian Hukum  Sekretariat  Daerah
Kabupaten Lamongan

4. Donny Satrya Nugraha, S.H., staf pada
Bagian Hukum  Sekretariat  Daerah
Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SERTRIBRO NURSIYANTO
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